






A. Tinjauan Umum Tentang Transportasi Online di Indonesia 
1. PengertianTransportasi                                         
Pengertian angkutan sebagaimana dikemukakan oleh Nasution diartikan 
sebagai pemindahan barang dan orang dari tempat asalnya ke tempat tujuan. 
Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut terdapat tiga hal yaitu 
keberadaan barang yang akan diangkut, ketersediaannya kendaraan sebagai 
alat angkut, dan adanya jalan yang dapat dilalui. Proses perpindahan barang 
dari perpindahan tempat asal, dimana aktifitas pengangkutan dimulai dan 
menuju tujuan dimana aktifitas berakhir. Oleh karena itu, dengan adanya 
pergerakan barang dan orang, transportasi merupakan salah satu sektor yang 
dapat mendukung kegiatan ekonomi (The Promoting sector) dan penyedia 
jasa (the servicing sector) bagi pembangunan ekonomi.1 Pengertian 
transportasi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut: 
a. Menurut Morlok, transportasi adalah kegiatan perpindahan atau 
mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. 
b. Menurut Steenbrink, transportasi adalah bagian dari perpindahan orang 
atau barang dengan menggunakan kendaraan atau lainnya, antar tempat 
yang terpisah secara geografis. 
 
1 H. Abd. Aziz Muthallib. 2016. Keterkaitan Jalur Transportasi dan Interaksi Ekonomi 
Kabupaten Konowe Utara dengan Kabupaten Kota/Sekitarnya. Kendari. Jurnal Progres 




c. Menurut Papacostas, transportasi adalah suatu sistem yang terdiri dari 
fasilitas tertentu disertai dengan arus dan sistem kontrol yang 
memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari satu tempat ke 
tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung 
aktivitas manusia. 
Secara umum transportasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk 
memindahkan atau pergerakan suatu (orang/barang) dari satu tempat ke 
tempat tujuan untuk suatu keperluan tertentu dengan menggunakan alat 
tertentu. Kegiatan transportasi bukanlah merupakan suatu tujuan melainkan 
mekanisme untuk mencapai suatu tujuan. Dalam melaksanakan kegiatan 
transportasi tersebut diperlukan unsur-unsur esensial berupa prasarana dan 
sarana transportasi.2 
 
2. Pengertian Ojek 
Di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis angkutan yaitu angkutan darat, angkutan 
laut dan angkutan udara. Dari ketiga jenis angkutan tersebut, angkutan darat 
merupakan kendaraan yang paling banyak digunakan penumpang jika 
dibandingkan dengan angkutan lainnya. Karakteristik transportasi dapat dibedakan 
menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. 
Pengertian ojek dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sepeda yang 
dibuat menjadi kendaraan umum untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan. 
 
2 Widia Kartika. 2019. Skripsi Tentang Pengaruh Transportasi Online (Grab) Terhadap 
Pendapatan Angkutan Umum di Kota Bengkulu. Fakultas Ekonomi. Institut Agama Islam 




Menurut pendapat parasarjana, ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang 
disewakan dengan cara membonceng penyewanya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) 
UULLAJ menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 
dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau 
kendaraan roda tiga tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan alat transportasi darat 
yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut 
penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya dan kemudian dikenakan biaya. 
Menurut Rozi, Ojek online merupakan angkutan umum yang sama dengan 
ojek pada umumnya yang menggunakan sepeda motor sebagai alat angkutnya, 
namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena sudah terintegrasi dengan 
kemajuan teknologi. Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang 
menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang 
memudahkan pengguna jasa dalam memanggil pengemudi ojek tidak hanya 
sebagai alat angkut orang dan / atau barang tetapi juga dapat digunakan untuk 
membeli barang dan atau memesan makanan. Bahkan dalam masyarakat global 
khususnya di kota-kota besar dengan aktivitas yang sangat padat dan tidak dapat 
dipungkiri bahwa masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek online ini hadir 
untuk semakin memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas 
kesehariannya dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.3 
 
 
3 Mohammad Ali dkk. 2018. Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan dalam 
Penggunaan jasa Ojek Online (Ojek) di Kota Mataram. Mataram. Jurnal Ilmu Administrasi 
Publik. Vol. 6 No 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Muhammadiyah 




3. Perkembangan Ojek Online 
Transportasi ojek online merupakan angkutan umum yang banyak 
diminati oleh masyarakat, sama seperti ojek pada umumnya ojek online 
menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan. Ojek online kini 
banyak diminati karena berkembang dengan kemajuan teknologi. Ojek 
online adalah ojek sepeda motor yang dapat dipesan dengan menggunakan 
teknologi internet dengan memanfaatkan aplikasi yang ada di handphone. 
Hal ini dapat memudahkan pengguna jasa dalam menghubungi pengemudi 
ojek online. 
Tidak hanya mengantar orang, ojek online bisa mengantar atau 
menjemput barang sesuai pesanan atau membeli makanan kemudian 
mengantarkannya ke pelanggan ojek online. Hal inilah yang membuat 
masyarakat di kota-kota yang memiliki banyak aktivitas yang sangat padat 
dan tingkat kemacetan yang sangat tinggi, ojek online kini hadir dan sangat 
membantu masyarakat untuk menjalankan aktivitas kesehariannya yang 
padat dengan menggunakan teknologi yang semakin berkembang. 
Aplikasi yang digunakan untuk memesan ojek online telah dilengkapi 
dengan jarak antara lokasi penjemputan dan tujuan, lamanya waktu 
pengemudi pergi ke lokasi penjemputan dan lamanya waktu pengemudi 
mengantar sampai ke tempat tujuan. Tarif, Identitas pengemudi bisa 
diketauhi secara langsung dan pasti karena sebelum bergabung dengan 
perusahaan, pengemudi ojek online telah mengisi daftar identitas untuk 




Kemunculan fenomena armada transportasi online ini dipelopori oleh 
Go-Jek yang diberi nama Go-Ride tepatnya pada tahun 2010. Nadiem 
Makarim, salah satu pendiri Go-Jek, melihat solusi untuk meningkatkan 
layanan transportasi di Jakarta sangat diperlukan. Masalah yang tampak 
bukan hanya kemacetan lalu lintas, tetapi juga mahalnya tarif ojek. Ide 
bisnis ini juga datang dari Kompetisi Wirausaha Muda Indonesia dan Global 
Enterpreunership Program Indonesia. Ide ini kemudian direalisasikan 
menjadi start-up berbasis teknologi untuk pengoperasiannya. 
Lebih lanjut, GrabTaxi hadir di Indonesia pada 2014. Awalnya 
GrabTaxi hanyalah penyedia platform yang menghubungkan taksi off-line 
dengan konsumen. Namun melihat potensi pasar transportasi motor dan 
mobil (bukan taksi), Grab kemudian mengembangkan domain bisnisnya 
dengan menamai GrabBike untuk ojek motornya. Untuk saat ini, Grab 
adalah pesaing kuat dari Go-Jek. 
Selain Go-Jek dan Grab, ada juga Uber yang menuai kontroversi sejak 
awal. Uber menyediakan layanan transportasi online menggunakan pelat 
nomor hitam. Protes muncul karena mobil pribadi itu seharusnya tidak 
digunakan sebagai angkutan umum. Namun, perusahaan Amerika ini tidak 
menghentikan usahanya dan terus beroperasi. Uber kemudian membenahi 
diri dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengajukan izin 




menyesuaikan diri dengan pasar di Indonesia dengan menerima pembayaran 
tunai dan menyediakan layanan ojek bernama uber motor.4 
 
4. Kedudukan Hukum Transportasi Online di Indonesia 
Pasal 47 ayat (1) UU LLAJ membagi kendaraan menjadi kendaraan 
bermotor dan kendaraan tidak bermotor, selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) 
kendaraan bermotor dibagi lagi menjadi sepeda motor, mobil penumpang, 
bus, mobil barang, dan kendaraan bermotor khusus. Dan kendaraan 
bermotor ada yang perseorangan dan ada juga kendaraan bermotor umum.5 
Berdasarkan Pasal 1 poin ke 10 UU LLAJ, Kendaraan Bermotor Umum 
adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dan / 
atau orang dengan dipungut bayaran, ojek sendiri merupakan jasa angkutan 
dengan menggunakan sepeda motor dan dibayar, dengan membandingkan 
kedua hal di atas. Dapat diberi kesimpulan bahwa Ojek adalah kendaraan 
bermotor umum. Namun masalah utamanya terletak pada kendaraan itu 
sendiri yaitu sepeda motor. Sepeda motor dianggap tidak sesuai dengan 
transportasi perkotaan di jalan-jalan utama. Bahkan ojek tidak termasuk 
dalam angkutan umum yang tercantum dalam UU No 22/2009. 
Pendapat Djoko Soetijowarno tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya 
benar. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan tidak secara jelas menyebutkan bahwa sepeda motor 
 
4 Ibid. Hal 11. 
5 Pasal 47 Angka 1 dan Angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 




termasuk sebagai kendaraan bermotor umum, tetapi Undang-Undang 
tersebut juga tidak terdapat larangan mengenai penggunaan sepeda motor 
sebagai kendaraan bermotor umum. Contohnya adalah Pasal 137 ayat (2) 
“Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor, baik sepeda motor, 
mobil penumpang, maupun bus”. 
Hubungan kerja yang terjalin antara perusahaan Grab dan Pengemudi 
Grab bukanlah hubungan antara buruh dan majikannya sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1601 dan Pasal 1602 KUH Perdata. Saat ini perusahaan Grab 
juga telah mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai amanat 
peraturan menteri perdagangan. Kekhawatiran mungkin muncul karena 
banyaknya pengemudi Grab dan mereka menggunakan kendaraan mereka 
sendiri (tidak disediakan oleh Grab). Dengan demikian Perusahaan Grab 
sebenarnya tidak menyediakan layanan transportasi umum. Pasal 201 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan, “Kendaraan 
Bermotor Umum harus dilengkapi dengan sarana pemberi informasi untuk 
memudahkan mendeteksi tindak pidana kejahatan pada kendaraan 
bermotor”. 6Pengemudi Grab dilengkapi dengan smartphone, dan di dalam 
aplikasi Grab sendiri terdapat GPS yang dapat melacak keberadaan 
pengemudi, sehingga ketentuan Pasal 201 ayat (2) telah terpenuhi. 
Meskipun Grab belum memiliki regulasi yang jelas, perusahaan ini tetap 
dibiarkan berjalan, karena dampak positif yang dimilikinya sangat besar. 
Meski sempat diberitakan mengenai larangan taksi online dan ojek online, 
 




namun transportasi umum berbasis aplikasi online dinyatakan tetap 
beroperasi oleh Menteri Perhubungan sebagaimana tertuang dalam 
Permenhub 26 Tahun 2017. 
Surat ini ditandatangani Menteri Perhubungan. Selain ditujukan kepada 
Polri, surat ini juga dikirimkan kepada Menko Polhukam, Menko 
Perekonomian, serta Gubernur Kapolda, Korlantas, DirJen Perhubungan 
Darat dan Ketua Umum DPP Organda, namun kemudian Ignasius Jonan 
membatalkan surat tersebut dan menyatakan bahwa jasa angkutan online 
dan jasa sejenis dipersilakan untuk beroperasi sebagai solusi agar angkutan 
umum dapat terpenuhi dengan baik. Jika melihat isi surat ini, sebenarnya 
surat tersebut berisi pemberitahuan kepada instansi tersebut bahwa taksi dan 
ojek online dianggap tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum 
karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP 74/2014) 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi dan Kejahatan 
1. Pengertian Kriminologi 
Mayoritas orang yang baru pertama kali mendengar kata kriminologi 
akan mengaitkan kriminologi dengan pendidikan hukum karena kata 
kriminologi berkaitan dengan masalah kejahatan, dan secara serta merta 
dikaitkan dengan pelanggaran hukum pidana. Ada juga orang yang 




mengungkap kejahatan dan menangkap pelakunya. Persepsi ini tidak 
sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Kriminologi adalah 
studi tentang kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali 
dikemukakan oleh P. Topinard, seorang antropolog Perancis. Kriminologi 
terdiri dari dua suku kata yaitu kata crime yang artinya kejahatan dan logos 
yang artinya ilmu pengetauhan, sehingga kriminologi dapat diartikan 
sebagai ilmu tentang kejahatan.7 
Dalam memberikan batasan definisi kriminologi, setiap sarjana yang 
memberikan batasan tersebut, memberikannya untuk menunjukkan ruang 
lingkup penelitian kriminologi. Beberapa ahli yang memberikan definisi 
kriminologi adalah sebagai berikut:8 
a. W. A. Bonger 
Kriminologi adalah ilmu pengetauhan yang bertujuan untuk 
menyelidiki kejahatan seluas mungkin. Pemahaman yang luas ini berarti 
bahwa kriminologi juga mempelajari gejala-gejala lain dari patologi 
sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme. Bonger 
membagi kriminologi menjadi dua aspek. Pertama, Kriminologi Praktis 
adalah kriminologi yang didasarkan dan ilmu pengetauhan yang lainnya 
yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan berusaha 
menyelidiki penyebab dari gejala-gejala tersebut (etiologi) dengan 
metode-metode yang berlaku pada kriminologi. 
 
7 A. S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Penerbit Pustaka Refleksi. Hal.  




Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetauhan 
yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-
luasnya. Melalui definisi tersebut, Bonger kemudian membagi 
kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang meliputi:9 
1) Antropologi kriminil adalah ilmu  pengetauhan tentang manusia 
yang  jahat (somasis). Ilmu pengetauhan ini memberikan jawaban 
atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuh mereka memiliki 
tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan 
kejahatan dan seterusnya. 
2) Sosiologi kriminil adalah ilmu pengetauhan tentang kejahatan 
sebagai suatu gejala dalam masyarakat. Masalah utama yang 
dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sejauh mana letak penyebab 
kejahatan dalam masyarakat. 
3) Psikologi kriminil adalah ilmu pengetauhan tentang kejahatan yang 
dipelajari dari sudut pandang jiwanya. 
4) Psikopotologi dan Neoropatologi merupakan salah satu cabang ilmu 
kriminologi tentang penjahat yang sakit jiwa dan urat syaraf. 
5) Penology adalah ilmu penegetauhan tentang tumbuh dan 
berkembangnya 
Selanjutnya, Bonger mengemukakan kriminologi terapan yang 
berupa:10 
 
9 Topo Santoso dan Eva Achjani Zula, 2001. Kriminologi. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. 
Hal. 9. 




1) Hygiene kriminil merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. 
2) Politik kriminil adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan 
dimana suatu kejahatan telah terjadi. 
3) Kriminalistik (policie scientific)  yaitu ilmu pengetauhan tentang 
pelaksanaan penyidikan Teknik kejehatan dan pengusulan 
kejahatan. Kriminalistik  dapat diartikan sebagai ilmu yang 
mempelajari tentang penyebab terjadinya kejahatan, apakah 
kejahatan itu muncul karena pelaku atau lingkungan. 
b. Sutherland dan Cressey 
Ilmu pengetahuan yang meliputi kenakalan dan kejahatan sebagai 
fenomena sosial. Termasuk dalam ruang lingkup ini adalah proses 
pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap 
pelanggaran hukum. Proses tersebut terdiri dari tiga aspek yang 
merupakan kesatuan interaksi yang berkeseimbangan Tindakan tertentu 
yang dianggap tidak disukai oleh politisi didefinisikan sebagai 
kejahatan. Terlepas dari tindakan ini, ada orang yang terus 
melanggarnya dan melakukan kejahatan; politisi  memberikan reaksi 
dalam bentuk penghukuman, pembinaan, atau pencegahan. Urutan 
interaksi ini merupakan masalah utama dalam kriminologi. 
Edwin H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai ilmu 
pengetauhan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai fenomena 




Menurut Sutherland, kriminologi meliputi proses perbuatan hukum, 
pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. 
Selanlanjutnya, kriminologi oleh Sutherland dibagi menjadi tiga cabang 
ilmu utama, yaitu:11 
1) Sosiologi hukum, bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang 
oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi. Jadi yang menentukan 
suatu perbuatan jahat adalah kejahatan. 
2) Etiologi kejahatan merupakan salah satu cabang kriminologi yang 
mencari penyebab terjadinya kejahatan. 
3) Penology pada dasarnya adalah ilmu tentang hukuman, namun 
demikian Sutherland memasukkan hak-hak yang berkaitan dengan 
upaya pengendalian kejahatan, baik yang bersifat represif maupun 
preventif. 
Namun, Sutherland memasukkan hak-hak yang terkait dengan 
upaya pengendalian kejahatan, baik yang bersifat represif maupun 
preventif. 
c. Herman Mannheim 
Kriminologi, dalam arti sempit, adalah studi tentang kejahatan. 
Definisi luas ini juga mencakup penology, studi tentang penghukuman 
dan metode serupa dalam menangani kejahatan, dan masalah 
pencegahan kejahatan dengan cara non-hukuman. Untuk saat ini, 
 




kejahatan dapat diartikan dalam pengertian hukum, yaitu perilaku yang 
dapat dihukum menurut hukum pidana. 
d. J.M. Van Bammalen 
Berpendapat bahwa kriminologi sebenarnya adalah ilmu yang 
berusaha mengetauhi penyebab yang merugikan asusila.12 
e. Noach dan Great Van Heuvel 
Noach dan Great van Heuvel masing-masing mengemukakan bahwa 
definisi kriminologi yang diberikan oleh para sarjana barat antara lain:13 
Sellin, merumuskan kriminologi sebagai ajaran yang nyata, yaitu gejala 
fisik dan psikologis dari perbuatan jahat. 
Saver, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu tentang sifat 
perbuatan jahat individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sarana 
penelitian kriminologi. Pertama, kriminalitas sebagai gejala dalam 
kehidupan seseorang (perbuatan dan pelakunya), kedua, kriminalitas 
dalam hidup dan bangsa. 
Constan memandang kriminologi sebagai ilmu pengetauhan empiris 
yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejahatan dan 
penjahat (etologi). Untuk alasan ini, faktor sosial ekonomi serta faktor 
individu dan psikologis sangat diperhatikan. 
 
12 Stephan Hurwitz. Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta. Penerbit Bina Aksara. 
Hal. 4 





Vrij, merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetauhan tentang 
apa itu perbuatan jahat, tetapi kemudian mengenai sebab dan akibat. 
f. Vernon Fox 
Kriminologi adalah ilmu pengetauhan tentang perilaku jahat dan 
sistem keadilan. Ini merupakan kajian tentang hukum, pelanggar 
hukum, dan pelaku pelanggar hukum. Pemahaman tentang ilmu tingkah 
laku, ilmu alam, serta sistem etika yang terdapat dalam hukum dan 
agama. Kriminologi adalah tempat pertemuan untuk berbagai disiplin 
ilmu yang berfokus pada kesehatan mental dan emosional individu dan 
berfungsinya masyarakat secara baik. 
Berdasarkan definisi tersebut, ternyata kriminologi memiliki arti 
yang sangat luas. Dikatakan demikian karena dalam mengkaji kejahatan 
tidak lepas dari pengaruh berbagai sudut pandang. Ada yang 
memandang kriminologi dari perspektif latar belakang kejahatan, dan 
ada yang memandang kriminologi dari sudut pandang perilaku yang 
menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berangkat 
dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada 
dasarnya kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, 
faktor-faktor yang mendorong kejahatan untuk memahami 
penyebabnya. Serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk 





2. Teori-teori Faktor Penyebab Kejahatan 
a. Teori-teori kejahatan 
Kejahatan adalah suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat 
yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan 
secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar 
hukum atau yang dilarang oleh hukum. Kejahatan adalah suatu 
perbuatan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai 
dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan pengertian kejahatan berasal 
dari memiliki awalan “ke” dan diakhiri dengan “an” yang artinya sangat 
jelek, buruk, sangat tidak baik. (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).14 
Artinya secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, 
perbuatan melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai 
dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada 
beberapa definisi kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah semua 
perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum, yang dapat 
dihukum menurut hukum pidana. Sedangkan kejahatan secara 
kriminologis adalah Tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak 
disetujui masyarakat. 
Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan. Menurutnya, 
kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan. 
Negara bereaksi dengan hukuman dalam upaya mencegah dan 
 
14 Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang. 





memberantasnya. Sesuai dengan perkembangannya, menurut 
Hoefnagels dijelaskan bahwa kejahatan, sekedar perilaku saja tidak 
cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah 
perilaku manusia yang dinilai lebih dapat dimaklumi daripada sekadar 
memandang kejahatan sebagai label atau etiket. Misalnya nama-nama 
perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan 
sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut 
pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang 
menyimpang dari nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Norma 
dalam masyarakat ini adalah musyawarah atau consensus sehingga 
sanksi yang menyimpag dari consensus, sehingga sanksi berarti 
penegasan Kembali kepada kepada masyarakat luas bahwa mereka 
terikat oleh norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. 
Kejahatan sangat identik dengan penyimpangan sosial.15  
Abdulsyani menjelaskan kejahatan dapat dilihat dari berbagai aspek, 
yaitu: aspek yuridis, sosial dan ekonomi. 
Yang dimaksud dengan aspek yuridis adalah seseorang dianggap 
melakukan tindak pidana jika melanggar ketentuan atau undang-undang 
pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman. 
Yang dimaksud dengan Aspek sosial berarti seseorang dianggap 
melakukan tindak pidana apabila ia gagal menyesuaikan diri atau 
berbuat menyimpang secara sadar atau tidak sadar dari norma-norma 
 




yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat 
dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. 
Yang dimaksud dengan Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap 
melakukan kejahatan jika merugikan orang lain dengan memaksakan 
kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekitar sehingga dianggap 
menjadi penghambat kebahagiaan orang lain.16 
Kejahatan cenderung meningkat setiap tahun, kejahatan dilakukan 
oleh kaum muda, pengangguran dan negro di Inggris, artinya kejahatan 
cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut: miskin, menganggur, dan juga frustasi dalam keluarga dan 
masyarakat, menurut penelitian di Inggris oleh peneliti Steven Box. 
Sejalan dengan pemikiran tersebut dalam pengantar buku kriminologi 
tahun 1981 dijelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu 
diperhatikan dalam analisis kriminologi di Indonesia adalah masalah 
kemiskinan. 
Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat 
penting karena kemiskinan merupakan salah satu bentuk kekerasan 
struktural dengan jumlah korban yang besar. Salah satu penyebab 
kejahatan di Indonesia adalah krisis ekonomi, termasuk ketimpangan 
pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.17 
Teori penyebab kejahatan: 
 
16 Yermil Anwar Adang. 2010. Kriminologi. Bandung. Penerbit PT. Refika Aditama. Hal. 
179. 




1) Teori Biologi 
Teori ini mengatakan bahwa faktor fisiologis dan struktur 
jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan faktor 
keturunan, dapat menimbulkan penyimpangan perilaku. Warisan 
jenis-jenis kecenderungan abnormal dapat menghasilkan perilaku 
menyimpang dan mengarah pada perilaku sosiopatik. Misalnya, 
cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat kejahatan dapat dilihat 
dari fisik pelaku kejahatan itu. Faktor biologis juga menggambarkan 
bahwa tindak pidana dapat dilihat dari ciri fisik pelaku kejahatan 
tersebut misalnya dapat dilihat dari ciri biologi tertentu seperti wajah 
asimetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. 
Namun, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai faktor penyebab 
terjadinya kejahatan, hanya sebagai teori yang digunakan untuk 
mengidentifikasi pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan 
memiliki bakat jahat yang diwarisi sejak lahir melalui turunan nenek 
moyang. Karena penjahat terlahir dengan memiliki warisan 
perbuatan yang jahat.18 
2) Teori Psigonesis 
Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas muncul 
karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap 
yang salah, fantasi, rasionalisasi,  internalisasi diri yang salah, 
konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan 
 




psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap 
masalah psikis. Misalnya, dalam keluarga yang hancur akibat 
perceraian atau perbuatan tidak senonoh karena orang tuanya terlalu 
sibuk dengan karier. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, Intinya, 
pelaku mengalami berbagai macam tekanan kepribadian yang 
memaksa mereka untuk melakukan kejahatan. 
Faktor ini didominasi oleh seseorang yang mengalami depresi 
dengan keadaan hidupnya yang tidak kunjung membaik, atau 
frustasi. Orang yang frustasi cenderung lebih mudah mengonsumsi 
alkohol untuk membantu mengurangi beban hidup yang ada 
dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. psikologis 
seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap 
berperilaku jahat apapun situasi dan kondisinya.19 
Pelaku kejahatan cenderung memiliki kondisi psikologis yang 
tertekanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang tidak dapat 
mereka lakukan karena tidak memiliki penghasilan tetap. Faktor 
kemiskinan atau ekonomi ini merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan, karena untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari orang akan cenderung melakukan apapun 
walaupun telah melakukan tindak pidana. Orang yang berada pada 
 
19 Indah Sri Utami. 2012. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Yogyakarta. Penerbit Thafa 




golongan menengah ke bawah akan merasakan bahwa hidupnya 
sangat berbeda dengan mereka yang berpenghasilan di atasnya, hal 
ini mendorong orang tersebut untuk melakukan kejahatan karena 
merasa iri. 
Sejalan dengan pemikiran tersebut bahwa salah satu masalah 
struktural yang perlu diperhatikan dalam analisis kejahatan di 
Indonesia adalah masalah kemiskinan. Secara kriminologis, situasi 
ini sebenarnya dinilai sangat penting karena kemiskinan merupakan 
salah satu bentuk kekerasan struktural yang memakan banyak 
korban. Salah satu kejahatan di Indonesia didorong oleh krisis 
ekonomi, antara lain ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan 
ekonomi. Faktor ekonomi inilah yang membuat orang ingin 
mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dengan cara 
sederhana, sehingga timbul keinginan seseorang untuk melakukan 
tindak pidana yang salah satunya adalah penipuan dengan resto abal-
abal. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada 
beberapa faktor lain, seperti pendidikan. Orang yang tergolong 
miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam 
kehidupannya mereka tidak mampu membiayai pendidikan yang 
semakin mahal. 
Akibat rendahnya pendidikan seseorang akan cenderung 
menganggur atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga 




kepribadian jahat untuk mencapai keinginannya. Teori sosialis 
berpendapat bahwa kejahatan muncul karena tekanan ekonomi yang 
tidak seimbang pada masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa 
untuk memberantas kejahatan harus ada peningkatan perekonomian. 
Dengan kata lain, kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial 
akan mengurangi terjadinya kejahatan.20 
3) Teori Sosiogenetik 
Teori ini menjelaskan bahwa penyebab perilaku jahat murni 
sosiologis atau sosial psikologis adalah murni pengaruh struktur 
sosial yang menyimpang, tekanan kelompok, peran sosial, status 
sosial, atau internalisasi simbolik yang salah. Perilaku jahat dibentuk 
oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang tidak 
menarik dan pergaulan yang tidak diarahkan oleh nilai asusila dan 
agama.21 
Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termasuk keluarga, ekonomi, 
sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta perkembangan 
teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa seseorang memiliki 
kecenderungan melakukan kejahatan karena proses meniru 
lingkungan atau yang lebih dikenal dengan proses imitasi. 
4) Teori Subkultural Deliquency 
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Menurut teori ini, perilaku jahat merupakan ciri-ciri struktur 
sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan 
masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal ini terjadi karena jumlah 
penduduk yang padat, status sosial ekonomi penduduk yang rendah, 
kondisi fisik desa yang sangat memprihatinkan, atau juga karena 
banyaknya disorganisasi familiar dan sosial tingkat tinggi. 
Faktor-faktor tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab 
terjadinya suatu kejahatan, faktor tersebut dapat diketahui 
berdasarkan lokasi suatu daerah dimana kejahatan tersebut terjadi. 
Dalam hal ini faktor-faktor tersebut berada di luar pelaku kejahatan. 
Biasanya daerah perkotaan akan lebih rentan dibandingkan daerah 
pedesaan terhadap kejahatan seperti kejahatan terhadap harta benda, 
pencurian atau penipuan, hal ini terjadi karena biasanya masyarakat 
yang tinggal di perkotaan akan lebih memikirkan strata sosial 
daripada keamanannya sendiri, dengan memiliki gaya hidup yang 
konsumtif dan foya-foya. 
Faktor sosiologis juga berperan penting dalam terjadinya suatu 
kejahatan. Biasanya faktor sosiologis tersebut terjadi karena, 
bertambahnya jumlah penduduk, ketimpangan sosial, hilangnya 
ikatan sosial dan kekerabatan, kondisi yang menyulitkan orang 
untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas 




Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah ada jauh 
sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya teori penyebab kejahatan 
yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini terdapat 4 
macam teori yaitu: teori ekologi, teori konflik budaya, teori faktor 
ekonomi, dan teori asosiasi diferensial.22 
1) Teori ekologis 
Teori ekologis ini merupakan teori yang mencari penyebab 
kejahatan dari lingkungan manusia dan lingkungan sosial, seperti 
kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan pedesaan dan 
perkotaan terutama urbanisasi, serta kawasan daerah kejahatan dan 
perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu wilayah 
akan menimbulkan berbagai konflik sosial. Mobilitas penduduk juga 
dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh 
peningkatan Jumlah alat transportasi yang banyak, sehingga 
masyarakat sering berpindah dari satu daerah ke daerah lain dengan 
mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung 
mengakibatkan tindak kejahatan yang lebih beragam. 
Urbanisasi juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan, 
semakin banyak perpindahan masyarakat dari desa ke kota maka 
akan semakin banyak kejahatan yang terjadi di suatu kota, karena 
otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. 
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Daerah kejahatan dan permukiman kumuh sebenarnya bisa menjadi 
penyebab terjadinya kejahatan. Daerah tertentu yang memiliki ciri 
khasnya sendiri cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, 
misalnya daerah padat penduduk yang tidak baik dalam sistem 
pengamanannya akan menjadi sasaran masyarakat untuk melakukan 
tindak pidana. 
2) teori Konflik Budaya 
Teori konflik budaya merupakan hasil dari konflik nilai sosial, 
kemudian konflik ini mempengaruhi perkembangan budaya dan 
peradaban. Konflik yang terjadi antara lain konflik norma tingkah 
laku, misalnya perbedaan cara hidup dan nilai sosial yang berlaku 
antar kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan 
banyak kejahatan. 
3) Teori Ekonomi 
Teori ini melihat terjadinya kejahatan sebagai akibat dari 
ketimpangan ekonomi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang 
terjadi, misalnya sebagai akibat dari kepadatan penduduk suatu 
daerah akibat urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi 
yang sangat ketat sehingga mengakibatkan banyaknya 
pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran 
cenderung mencari cara untuk bertahan hidup, termasuk melakukan 
tindak kejahatan. 




Teori ini didasarkan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku 
kajahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam 
proses terjadinya kejahatan, yaitu sebagai berikut: 
a) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan 
diturunkan. 
b) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain 
dalam suatu proses komunikasi. 
c) Bagian terpenting dari proses mempelajari perilaku kejahatan 
terjadi dalam kelompok personal yang intim. 
d) Jika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari adalah 
teknik melakukan kejahatan serta motif, dorongan, alasan 
pembenar dan sikap. 
e) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, 
baik menguntungkan maupun tidak. 
f) Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak karena 
berhubungan dengan pola perilaku jahat daripada yang tidak 
jahat. 
g) Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, 
durasinya, prioritasnya dan intensitasnya. 
h) Proses pembelajaran perilaku kejahatan diperoleh dari hubugan 
dengan  pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang 
menyangkut semua mekanisme yang melibatkan dalam setiap 




i) Sedangkan perilaku kejahatan memiliki pernyataan kebutuhan 
dan nilai-nilai umum. Pelaku penipuan akan melakukan 
penipuan karena ingin mendapatkan uang. 
 
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Pencegahan tindak pidana adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif 
yang ditujukan kepada pelaku dan korban, serta lingkungan sosial maupun 
fisik, yang dilakukan sebelum atau sesudah kejahatan terjadi. Ada tiga cara 
untuk menangani kejahatan yang dapat dilakukan yaitu pre-emptive, 
preventif dan represif.23 
a. Pre-emtif 
Pre-emtif merupakan upaya awal yang dilakukan polisi untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya pencegahan kejahatan 
sejak dini adalah dengan menanamkan nilai dan norma yang baik 
agar norma tersebut dapat terinternalisasi pada setiap orang. 
Sekalipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak 
ada niat untuk melakukannya, maka tidak akan terjadi kejahatan. 
Sehingga dalam upaya pre-emtif, faktor niat menjadi hilang 
meski ada peluang. Dalam tindakan penanggulangan pre-emtif ini 
pihak Kepolisian sebagai penegak hukum berkewajiban untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana penipuan resto abal-abal dengan 
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memberikan pemahaman tentang pentingnya menaati hukum yang 
berlaku. Pihak terkait lainnya yang harus dibenahi pada tahap ini 
adalah tokoh agama atau ulama, ulama dapat memberikan wawasan 
kepada masyarakat tentang hukum agama jika melakukan kejahatan, 
atau dengan memberikan pelajaran moral bagi masyarakat. Selain 
polisi dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media 
massa, media massa baik cetak maupun elektronik dapat mencegah 
terjadinya kejahatan dengan memberikan pemberitaan secara masif 
tentang terjadinya kejahatan yang marak dan dampaknya secara 
terus menerus, sehingga membentuk suatu budaya dalam 
masyarakat. yang tidak kompromi terhadap segala bentuk kejahatan. 
Dengan upaya ini diharapkan masyarakat dapat lebih patuh 
terhadap segala regulasi yang ada agar tidak melakukan kejahatan 
apapun termasuk juga tindak penipuan resto abal-abal yang marak 
terjadi. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya 
penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah 
melalui mempengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui upaya 
sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat dari 
kejahatan dan dampak dari kejahatan. Misalnya, seorang terpidana 
akan dibatasi hak politiknya selama beberapa tahun setelah 
menyelesaikan beberapa tahun masa hukumannya. Pihak lain yang 





Tokoh masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat sekitar 
melalui upaya membangkitkan jiwa spiritualnya. Meski kegiatan ini 
sudah sering dilakukan,namun kegiatan yang demikian harus 
dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran 
akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan 
masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak 
lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi 
pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan 
habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.24 
b. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah 
kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik 
kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-
usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar 
tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.  
Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan 
hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang 
pengaturan hukum terkait dengan kejahatan.Sehingga bisa 
meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itupula Pihak 
 




Kepolisian memberikan penyuluhan kepada driver grab  tentang 
tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, 
misalnya driver grab harus berhati-hati dalam menerima order fiktif 
resto abal-abal dan juga melaporkan kepada pihak kepolisian 
setempat apabila oknum resto abal-abal melakukan aksinya. 
Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan 
sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku 
sesorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan 
perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas 
kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena 
gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang 
mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga 
dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.  
Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa 
kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau 
keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku 
kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain, 
pasti ada peningkatan faktor ekonomi secara mutlak. Sedangkan 
faktor biologis, psikologis dan sosial hanyalah faktor sekunder. 
Kemudian masyarakat juga memiliki peran penting dalam tahap 
pencegahan ini, masyarakat dapat melakukan hal-hal yang dapat 




tindak pidana melalui upaya, misalnya sistem keamanan lingkungan 
(siskamling), dengan melakukan hal tersebut pada Setidaknya 
masyarakat melakukan upaya preventif. kejahatan di lingkungan 
sekitar. Pencegahan tindak pidana atau preventif biasanya dilakukan 
dengan dua cara yaitu dengan metode moralistik dan metode 
abolisionistik. 
Moralisme dilaksanakan dengan membina mental spiritualitas 
yang dapat dipraktekkan oleh ulama, pendidik, dan lain sebagainya. 
Sedangkan metode abolisionistik merupakan metode konseptual 
penanggulangan yang harus direncanakan berdasarkan penelitian 
kriminologi dan menggali penyebab dari berbagai faktor yang saling 
terkait. Cara yang paling umum adalah menggabungkan berbagai 
elemen yang terkait dengan mekanisme peradilan pidana dan 
partisipasi masyarakat. 
Untuk memperkuat kapasitas operasional tindakan 
penanggulangan, perlu menggabungkan 3 keinginan; kemauan 
politik, kemauan sosial dan kemauan individu. Kemauan pemerintah 
(pollitical will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra 
sosial (social will) melalui berbagai media untuk menjalankan 
kehendak pemerintah, dan kekuatan yang tidak boleh dilupakan 
adalah kehendak manusia atau individu. , berupa kesadaran untuk 




melakukan kejahatan. Upaya yang tepat untuk menggabungkan 
ketiga keinginan ini adalah dengan: 
1) Peningkatan dan konsolidasi aparat penegak hukum termasuk 
penguatan organisasi, personel dan infrastruktur penyelesaian 
perkara pidana. 
2) Perundang-undangan yang berfungsi menyalurkan dan 
membendung kejahatan dengan jangkauan ke depan. 
3) Mekanisme peradilan pidana yang efektif yang memenuhi syarat 
cepat, tepat, murah dan sederhana. 
4) Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah 
terkait, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencegahan 
kejahatan. 
5) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan 
pencegahan kejahatan.25 
c. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang salah 
satunya adalah penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. 
Pencegahan yang dilakukan adalah dengan menindak pelaku tindak 
kejahatan menurut perbuatannya dan mengoreksinya kembali 
sehingga ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan 
perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini 
juga dapat dibarengi dengan tindakan yang cukup tegas dari aparat 
 




penegak hukum khususnya Kepolisian, baik berupa kontak fisik 
maupun dengan menggunakan senjata api, jika dalam keadaan 
mendesak untuk menggunakannya dilakukan sehingga dapat 
memberikan efek jera. pada semua orang yang melakukan 
kejahatan, agar tidak melakukan kejahatan lain. Dalam kasus 
penggunaan senjata api dan kontak fisik, memang kepolisian 
diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku 
mencoba melarikan diri. 
Dalam proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau 
senjata api, hal ini terjadi jika pelaku berusaha memberikan 
perlawanan kepada polisi. Upaya represif ini merupakan upaya 
terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberi 
pelajaran kepada para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi 
perbuatannya, padahal upaya tersebut seolah-olah sebagai upaya 
untuk memberikan efek jera saja. Jika  terjadinya kejahtan pidana 
lebih lanjut dapat diselesaikan. Penegakan hukum yang baik 
diharapkan dapat memberikan efek jera bagi setiap pelaku 
kejahatan. Upaya itu dimulai dari penyidikan, dilanjutkan dengan 
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan di pengadilan, 
hingga hukuman yang ditetapkan hukumannya oleh hakim.26 
 




C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik 
1. Pengertian Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 
UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU nomor 11 tahun 2008 
atau UU ITE merupakan UU yang mengatur tentang informasi dan transaksi 
elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini 
mempunyai yurisdiksi yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan 
perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik di 
dalam wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia 
yang mempunyai akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan / atau di 
luar wilayah hukum Indonesia. dan merugikan kepentingan Indonesia.27 
 
2. Sejarah Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
Seiring dengan kemajuan pola pikir manusia, penggunaan internet mulai 
memasuki tahapan selanjutnya yang kemudian dikenal dengan transaksi 
elektronik dalam perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik 
(electronic commerce). Terjadinya perdagangan barang dan jasa melalui 
media internet merupakan trend yang berkembang pesat. Dengan transaksi 
menggunakan media internet, waktu dan tempat serta pertemuan secara 
 
27 Mohammad Ilham Ichsani. 2018. Skripsi Tentang Fenomena Pemahaman Keagamaan 
Melalui Internet Prespektif Undang-Undang Informasi Electronik (UU ITE) Nomor 11 




langsung tidak menjadi penghalang bagi pelaku ekonomi untuk melakukan 
transaksi bisnis. Sistem transaksi saat ini juga akan berubah mengikuti 
perkembangan tersebut, dimana sistem transaksi telah berubah menjadi 
sistem belanja online, online dealing, transaksi online, dll, dimana pembeli 
yang membutuhkan barang dapat mengakses internet yang dipunyainya 
untuk mencari dan membeli apa yang dibutuhkan tanpa harus langsung 
membeli ketoko yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan 
pembeli. Namun, untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah 
serta menyikapi pentingnya undang-undang yang berkaitan dengan dunia 
Cyber khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik, 
pemerintah Indonesia telah menyusun Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE). 
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disusun 
tidak lepas dari pengaruh hukum internasional yang berlaku, sebagai akibat 
Indonesia menjadi bagian dari dunia internasional tidak mungkin dapat 
terhindar dari sengketa yang muncul di dunia maya. Adapun hukum 
internasional yang mempengaruhi UU ITE salah satunya adalah 
UNCITRAL Model Law on E-Commerce. Model Hukum UNCITRAL 
tentang E-Commerce telah disetujui oleh Sidang Umum PBB dengan 
Resolusi 51/162 pada tanggal 16 Desember 1996. Model Hukum 
UNCITRAL adalah dasar untuk mengatur otentikasi, peralatan dan dampak 





a. Mendefinisikan kontrak elektronik dan memberikan pengaturan untuk 
penerimaan dan kekuatan pembuktian dari bukti elektronik 
b. Peraturan berdasarkan prinsip non-diskriminasi 
c. Mengatur E-Commerce secara khusus untuk perundang-undangan 
nasional atau undang-undang lain yang dibuat oleh negara bagian / 
negara bagian 
d. Memberikan aturan yang pasti untuk transaksi berbasis elektronik 
Sebagaimana telah disinggung di atas, dapat dikatakan bahwa 
pembentukan UU ITE nomor 11 tahun 2008 merupakan wujud kepedulian 
Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional untuk dapat 
mengakomodir aturan-aturan yang berlaku secara internasional ke dalam 
bentuk regulasi yang berlaku di Indonesia28. 
 
3. Transaksi Electronik dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Transaksi elektronik adalah bagian dari E-commerce (perdagangan yang 
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik). Pasal 1 angka 1 UU ITE 
menyebutkan definisi transaksi elektronik sebagai “perbuatan hukum yang 
dilakukan dengan menggunakan komputer dan atau media elektronik 
lainnya”. Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang bertujuan 
menimbulkan akibat hukum yang dengan sengaja diinginkan oleh subjek 
 
28 Adel Chandra. 2014. Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online 
Dispute Resulotion (ODR) Kaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 




hukum, yaitu hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang 
melakukan perbuatan hukum tersebut, dalam hal ini konsumen dan pelaku 
usaha. Menurut Sudikno Mertokusumo, tindakan hukum bisa aktif atau 
pasif. Perbuatan  hukum dapat bersifat aktif dan pasif, perbuatan hukum 
pasif terjadi apabila seseorang tidak melakukan sesuatu. Meskipun begitu 
akibat sikap pasifnya tersebut dapat ditafsirkan sebagai perbuatan hukum. 
Transaksi elektronik diatur dalam bab V UU ITE yang mencakup ranah 
publik dan ranah perdata. Persyaratan yang ditujukan kepada para pihak 
adalah bahwa transaksi elektronik harus dilakukan dengan menggunakan 
sistem elektronik yang disepakati para pihak. Transaksi elektronik terjadi 
ketika penawaran transaksi yang dikirimkan oleh pengirim telah diterima 
dan disetujui oleh penerima.29 
 
4. Macam-Macam Tindak Penipuan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Undang-undang ini lahir sebagai bentuk perlindungan hukum bagi 
pelaku kejahatan dunia maya akibat kriminalisasi dalam kejahatan 
informasi dan transaksi elektronik. Karakter jaringan cyber tidak 
memungkinkan suatu negara untuk tidak menyentuh nilai-nilai spesifik dari 
masing-masing negara, dan ini jelas memperumit kriminalisasi dari 
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perspektif nasional. Cybercrime adalah kejahatan dengan media elektronik 
dan komunikasi yang dilakukan secara tertulis atau lisan. Dan cybercrime 
merupakan salah satu bentuk dampak negatif dari perkembangan teknologi 
komputer yang rentan terhadap perilaku kriminal. 
Secara umum substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari 13 Pasal dan 54 pasal yang 
mengatur kegiatan ruang cyber crime di Indonesia, dan aspek yang diatur, 
yaitu: 
a. Sebuah. Aspek yurisdiksi yang diperluas karena karakteristik lintas 
wilayahnya dari transaksi elektronik; 
b. Aspek pembuktian elektronik; 
c. Aspek informasi dan perlindungan konsumen; 
d. Aspek tanda tangan elektronik; 
e. Aspek keamanan tanda tangan elektronik; 
f. Aspek penyelenggara sertifikasi elektronik; 
g. Aspek tanda tangan digital; 
h. Aspek transaksi elektronik; 
i. Aspek nama domain yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual; 
j. Aspek perlindungan privasi; 
k. Aspek peran Pemerintah dan masyarakat; 
l. Aspek perlindungan kepentingan umum; 




Dan hal tersebut menjadi delik dalam Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang diatur dalam BAB VII tentang Tindakan yang 
Dilarang pada pasal 27-37. 
Sehingga menurut penulis secara umum Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat substansi 
kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik baik dalam 
segala bidang, seperti pengamanan, perlindungan, transaksi, dan lain-lain.30 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan. 
1. Pengertian Penipuan 
Berdasarkan teori dalam hukum pidana tentang tindak pidana penipuan 
terdapat 2 (dua) sudut pandang yang harus diperhatikan yaitu menurut 
pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian yuridis 
penjelasannya sebagai berikut: 
a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Dinyatakan bahwa tipu berarti kecoh, cara, tindakan, atau perkataan 
yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.). Dengan maksud untuk 
menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan. Penipuan artinya 
proses, perbuatan, cara curang, perkara curang (mengecoh). Dengan 
demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, 
 
30 Rizza Nury Kartika. 2018. Tesis Tentang Efektifitas Unsur “Manipulasi” Informasi 
Elektronik Seolah-olah Otentik Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fakultas hukum. Universitas Muhammadiyah 




yaitu orang yang menipu disebut penipu dan orang yang tertipu. Jadi, 
penipuan dapat diartikan sebagai perbuatan atau membuat, perkataan 
seseorang yang tidak jujur atau berbohong dengan maksud menyesatkan 
atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri atau 
kelompoknya. 
b. Menurut Pengertian Yuridis 
Pengertian tindak pidana penipuan dilihat dari segi hukum yang 
sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. 
Rumusan penipuan dalam KUHP bukan merupakan definisi tetapi 
hanya untuk menentukan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat 
dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan 
menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “Barang 
siapa dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum, menggunakan nama palsu atau martabat palsu, 
dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, membujuk 
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya 
memberi hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena 
penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”  Pelaku 
Tindak pidana penipuan di pidana penjara paling lama empat tahun. 
tahun tanpa alternatif denda. Jadi, tindak pidana penipuan dianggap 
lebih berat daripada tindak pidana penggelapan karena dalam tindak 
pidana penggelapan terdapat alternatif denda. Menurut Cleiren, 




tindakan penipuan. melakukan kriminal (gedragsdelicten) atau 
pelanggaran komisi.. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP 
Tentang penipuan terkandung dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan 
Pasal dalam Bab XXV dikenal sebagai bedrog atau tindakan curang. Bentuk 
utama bedrog atau Tindakan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang 
penipuan. Berdasarkan rumusan di atas, penipuan memiliki unsur pokok 
yaitu: 
a. Unsur Objektif 
1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 
melawan hukum. Secara sederhana penjelasan unsur ini adalah 
tujuan terdekat pelaku, artinya pelaku ingin mendapat untung. 
Keuntungan inilah yang menjadi tujuan utama pelaku dengan cara 
melanggar hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain 
maka niat tersebut tidak dapat terpenuhi. Dengan demikian niat 
tersebut bertujuan untuk menguntungkan dan melawan hukum, 
sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi 
tujuannya harus melawan hukum. 
2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan 
(nama palsu, martabat palsu / keadaan palsu, tipu muslihat dan 
serangkaian kebohongan). Intinya, sifat penipuan sebagai tindak 




menyerahkan barang. Adapun perangkat penggerak yang digunakan 
untuk memindahkan orang lain adalah sebagai berikut: 
a) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berbeda dengan 
nama aslinya walaupun perbedaannya tampak kecil. Berbeda 
jika penipu menggunakan nama orang lain yang sama 
dengan namanya, maka ia bisa disalahkan karena melakukan 
tipu muslihat atau susunan belit dusta. 
b) Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah 
perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga 
menimbulkan kepercayaan atau keyakinan akan kebenaran 
sesuatu kepada orang lain. Jika penipuan ini bukan ucapan 
tapi perbuatan atau tindakan. 
c) Martabat / keadaan palsu, penggunaan martabat atau 
keadaan palsu adalah ketika seseorang memberikan 
pernyataan bahwa dirinya dalam kondisi tertentu, yang mana 
keadaan itu memberikan hak kepada orang yang berada 
dalam keadaan tersebut. 
d) Serangkaian Kebohongan, hanya beberapa kata bohong saja 
dianggap tidak cukup sebagai alat bergerak. Hal ini 
dibenarkan oleh Hoge Raad dalam pernyataannya pada 
tanggal 8 Maret 1926 yaitu, bahwa: “terdapat sederet 
kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat 




melengkapi Kebohongan yang lain sehingga mereka secara 
timbal balik memunculkan suatu gambaran palsu seolah-
olah merupakan suatu kebenaran.” Jadi rangkaian 
kebohongan itu harus disampaikan secara tersusun, agar 
menjadi cerita yang bisa diterima secara logis dan benar. 
Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan 
kata orang lain. 
3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau 
memberi hutang, atau menghapus hutang. Dalam tindakan 
menggerakkan orang lain untuk diserahterimakan pertanda adanya 
hubungan sebab akibat antara cara pemindahan dan penyerahan 
barang. Hal ini dibenarkan oleh Hoge Raad dalam penangkapannya 
pada tanggal 25 Agustus 1923  bahwa: “Harus ada hubungan sebab 
akibat antara upaya yang digunakan dan niat untuk 
menyerahkannya. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai 
akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belom cukup 
terbukti tanpa mengguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena 
dipergunakannya  alat-alat tersebut menciptakan suatu situai yang 
tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang 
tersebut tertipu olehnya, alat-alat penggerak tersebut harus 
menimbulkan sebuah dorongan. dalam jiwa seseorang sehingga 




Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno 
adalah sebagai berikut: 
1) Ada seseorang yang terbujuk atau tergerak untuk menyerahkan 
barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. barang itu 
diserahkan oleh pemiliknya dengan tipu daya. Barang yang 
diserahakan tidak selalu harus milik Anda sendiri, tetapi juga milik 
orang lain. 
2) Penipu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang 
lain tanpa hak. Dari tujuan tersebut ternyata tujuannya untuk 
merugikan pihak yang menyerahkan barang. 
3) Yang menjadi korban penipuan harus dipindahtangankan untuk 
menyerahkan barang dengan cara: 
a) Penyerahan barang harus akibat Tindakan tipu daya. 
b) Penipu harus memperdaya korban dengan suatu akal 
sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan 
pendapat yang telah dikemukakan di atas, seseorang hanya dapat 
dikatakan telah melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 378 KUHP, jika unsur-unsur yang disebutkan dalam 
Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan 
tersebut. Dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. 
b. Unsur Subjektif 
1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 




untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, berupa unsur 
kesalahan dalam penipuan. 
2) Secara melawan hak hukum disini tidak semata-mata diartikan 
dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan undang-undang dan 
hukum formil, tetapi harus dimaknai lebih luas lagi yaitu 
bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat. 
Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka 
seseorang hanya dapat dikatakan telah melakukan penipuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, jika unsur-unsur 
yang disebutkan dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelakunya 
tersebut. dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya. 
 
E. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana  
1. Pengertian Pertanggung-Jawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut sebagai 
teorenbaardheid atau Criminal Responbility yang bermuara pada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah terdakwa 
atau tersangka dipertanggung-jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah 
terjadi atau tidak. Agar pelaku dapat dipidana, tindak pidana yang 
dilakukannya wajib memenuhi unsur delik yang diatur dalam undang-
undang. Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang maka 
seseorang akan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, apabila 




peniadaan terhadap sifat melawan hukum yang dilakukannya. Dan dilihat 
dari segi kemampuan bertanggung jawab, hanya seseorang yang mampu 
bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas 
perbuatannya. 
Menurut beberapa pandangan, pengertian tentang kemampuan 
bertanggung jawab sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Menurut Pompe, 
kemampuan bertanggung jawab atas suatu kejahatan harus memiliki unsur-
unsur sebagai berikut: 
a. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (deder) yang 
memungkinkannya menguasai pikirannya, yang memungkinkannya 
menentukan perbuatannya. 
b. Oleh karena itu, dia dapat menentukan akibat dari tindakannya; 
c. Sehingga dia bisa menentukan kehendaknya sesuai dengan 
pendapatnya. 
Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab 
merupakan suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang 
memiliki tiga macam kemampuan: 
a. Untuk memenuhi lingkungan tentang realitas tindakan seseorang. 
b. Untuk menyadari perbuatannya sebagai sesuatu yang tidak 
diperbolehkan oleh masyarakat dan 
c. Terhadap tindakannya dapat menentukan kehendaknya. 
Syarat-syarat orang dapat bertanggung jawab menurut G.A. Van Hamel 




a. Sebuah. Jiwa seseorang harus sedemikian rupa sehingga dia memahami 
atau menyadari nilai dari tindakannya; 
b. Seseorang harus menyadari bahwa perbuatannya menurut tatanan sosial 
adalah dilarang; 
c. Orang harus bisa menentukan keinginan mereka terhadap tindakan 
mereka. 
Di dalam pasal-pasal KUHP, terdapat unsur delik dan unsur 
pertanggungjawaban pidana yang tercampur dalam buku II dan III, sehingga 
dalam membedakannya diperlukan ahli untuk menentukan unsur keduanya. 
Menurut perumus KUHP istilah pidana disamakan dengan delik, oleh 
karena itu pemuatan unsur delik dalam penuntutan juga harus dibuktikan di 
pengadilan. Pertanggungjawaban pidana bermuara pada pemidanaan yang 
melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam 
undang-undang. 
Dilihat dari segi perbuatan yang dilarang (diharuskan), seseorang akan 
bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut jika perbuatan tersebut 
bertentangan dengan hukum untuk itu. Dilihat dari segi kemampuan 
bertanggung jawab, hanya seseorang yang "mampu bertanggung jawab" 
yang dapat mempertanggungjawabkan peran tersebut. 
 
2. Mampu Bertanggung-Jawab 
Pertanggungjawaban (pidana) adalah menjurus kepada pemidanaan 




yang diatur dalam undang-undang. Dilihat dari sudut pandang tindakan 
yang dilarang (diharuskan), seseorang akan dimintai pertanggungjawaban 
atas tindakan tersebut jika tindakan tersebut melanggar hukum (dan tidak 
ada penghapusan yang melanggar hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau 
pembenaran) untuk itu. 
Dari sudut pandang kemampuan untuk bertanggung jawab, hanya 
seseorang yang "mampu memikul tanggung jawab yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban". Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab 
(toerekeningsvatbaar), jika secara umum: Dalam bukunya asas-asas hukum 
pidana di Indonesia dan penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi 
menjelaskan bahwa unsur-unsur yang mampu bertanggungjawab antara 
lain: 
a. Keadaan jiwanya: 
1) Tidak terganggu oleh penyakit secara terus menerus atau sementara 
(temporair); 
2) Tidak ada cacat dalam pertumbuhan (tercengang, idiot, bodoh, dll.), 
3) Tidak terganggu syok, hipnotisme, amarah berlebihan, pengaruh 
tidak sadar / reflek bewenging, kantuk / slaapwandel, delirium 
karena demam / coort, nyeri dan sebagainya. Dengan kata lain dia 
sadar. 
b. Kemampuan Jiwanya: 




2) Dapat menentukan keinginannya untuk tindakan tersebut, apakah 
akan dilakukan atau tidak; 
3) Dapat mengetahui ketercelaan dari Tindakan tersebut. 
Lebih lanjut, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa: Kemampuan 
bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (geestelijke 
vermogens), dan bukan pada keadaan dan kemampuan "berpikir" (verstanddelijke 
vermogens) seseorang, meskipun secara resmi istilah tersebut digunakan dalam 
Pasal 44 KUHP adalah vermogens verstanddelijke. Untuk terjemahan vermogen 
verstanddelijke, istilah "keadaan dan kemampuan jiwa seseorang" sengaja 
digunakan. Tanggung jawab pidana yang dimaksud dengan "toerekenbaarheid" 
dimaksudkan untuk menentukan apakah tersangka / terdakwa bertanggung jawab 
atas kejahatan yang telah terjadi atau tidak. 
Petindakan di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, 
mencuri, menghina dan sebagainya, bisa dilakukan oleh siapa saja. Berbeda 
jika tindakan tersebut melibatkan penerimaan suap, penarikan kapal dari 
pemilik / pengusaha dan menggunakannya untuk keuntungan sendiri. 
 
3. Kesalahaan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian 
telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang 
dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung 
jawab.  
Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian 




bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur 
yaitu:  
a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);  
b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab:  
c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) 
dan kealpaan/kelalaian (culpa); 
d. Tidak adanya alasan pemaaf. 31 
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu 
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan 
sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam 
hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:32 
a. Kesengajaan (opzet).  
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau 
opzet, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas 
mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu 
dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak 
pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi 
pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu 
melanggar hukum. Kesengajaanyang dapat dibagi menjadi 3 bagian, 
yakni:33  
 
31 Roeslan Saleh. 1981. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana. Jakarta. 
Penerbit Aksara Baru. Hal. 45. 
32 Bahder Johan Nasution. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. Jakarta. 
Penerbit Rineka Cipta. Hal.54. 
33 Wirjono Prodjodikoro. 1985. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Penerbit PT. 




1) Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk)  
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) si 
pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh 
khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada 
suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku 
pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila 
dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat 
tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar mengkehendaki 
mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman 
hukum pidana (constitutief gevolg). 
2) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan 
(zekerheidsbewustzijn)  
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan 
perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi 
dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan 
mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak 
(wilstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh 
pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan 
(voorstellingtheorie)keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa 
tujuan (oogmerk)oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak 




atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan 
terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.34 
Oleh para penulis Belanda sebagai contoh selalu disebutkan 
peristiwa ”Thomas van Bremerhaven”, yaitu perbuatan seseorang 
berupa memasukkan dalam kapal laut, yang akan berlayar di laut, 
suatu mesin yang akan meledak apabila kapal itu sudah ada di tengah 
laut. Dengan peledakan ini kapal akan hancur, dan kalau ini terjadi, 
pemilik kapal akan menerima uang asuransi dari perusahaan 
asuransi. Dalam merancangkan kehendak ini si pelaku dianggap 
tahu benar, bahwa apabila kapal hancur, para anak kapal dan 
penumpang lainnya akan tenggelam di tengah laut dan akan mati 
semua. Dengan demikian, meskipun kematian orang-orang ini tidak 
masuk tujuan si pelaku, namun tetap di anggap ada kesengajaan si 
pelaku itu, dan maka dari itu si pelaku dapat dipersalahkan 
malakukan tindak pidana pembunuhan. 
Menurut Van Hattum ”Kepastian” dalam kesengajaan semacam 
iniharus diartikan secara relatif oleh karena secara ilmu pasti tidak 
mungkin ada kepastian mutlak. Mungkin sekali para anak kapal dan 
penumpang dari kapal laut tadi tertolong semua oleh para nelayan 
yang ada di tempat meledaknya bom. Menurut Van Hattum, maksud 
”kepastian” ialah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian 
 




rupa, bahwa seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, 
tidak ada kemungkinan besar saja. 
3) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn)  
Lain halnya dengan kesengajaan yang terangterangan tidak 
disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang 
bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan 
belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat 
diantara para sarjana hukum belanda. Menurut Van Hattum dan 
Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis belanda, yaitu Van Dijk dan 
Pompe yang mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan 
kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada 
culpa atau kurang berhatihati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa 
kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir 
sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), maka sudah 
terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama 
dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya 
disamakan atau dianggap seolaholah sama. Teorinya adalah sebagai 
berikut: Apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan 
kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa di 
tuju, maka harus di tinjau sendainya ada bayangan kepastian, tidak 
hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan toh akan dilakukan 




perlu, akibat yang terang tidak dikhendaki dan hanya mungkin akan 
terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika 
akibat kemudian toh terjadi.35 
b. Kealpaan (Culpa)  
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah 
ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi 
dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan 
misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena 
kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya 
kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi 
profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus 
mengembangkan ilmunya. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi 
dua macam yaitu:  
1) Kealpaan perbuatan,  
Apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah 
merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat 
akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana 
ketentuan Pasal 205 KUHP;  
2) kealpaan akibat,  
Merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan 
itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum 
 




pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 359, 360,361 KUHP. Sedangkan 
kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:  
a) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat 
menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga 
sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk 
tidak berbuat) yang melawan hukum; 
b) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang 
berpikir panjang;   
c) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku 
harus bertanggung jawab36 
 
4. Tidak Ada Alasan Pemaaf  
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan 
bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang 
akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat 
menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia 
menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu 
adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai 
aklibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada 
di luar kehendaknya sama sekali. 
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Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa : Tiada terdapat “alasan 
pemaaf ”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan 
sengaja atau alpa, tiada terhapus keselahannya atau tiada terdapat alasan 
pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (schuld). Pompe 
mengatakan bahwa: hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari 
sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari 
kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “Tiada pidana, 
tanpa kesalahan”.37 
 
5. Alasan Pemaaf 
Alasan Penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang 
terdapat dalam KUHP adalah ;  
a. Daya Paksa Relatif (Overmacht) ; 
Overmacht merupakan daya paksa relatif ( vis compulsive) 
seperti keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP. 
Dalam KUHP tidak terdapat pengertian daya paksa. Dalam memorie 
van toelichting (MvT) daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, 
setiap daya paksa orang berada dalam dwangpositie (posisi terjepit). 
Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar 
dari si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya. Asas 
subsidiaritas dan proporsionalitas harus diperhatikan dan dipenuhi. 
 




Pembahasan lengkap mengenai daya paksa relatif ini sudah penulis 
bahas pada Bab sebelumnya bagian daya paksa absolute.  
b. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas ( Noodweer exces)  
Pasal 49 ayat (2) KUHP Pasal 49 ayat (2) menyatakan: 
“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung 
disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan 
atau ancaman serangan itu tidak dipidana.” Ada persamaan antara 
pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa yang 
melampaui batas (noodweer exces), yaitu keduanya mensyaratkan 
adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu 
tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri 
maupun orang lain. Perbedaannya ialah: Pada pembelaan terpaksa 
yang melampaui batas (noodweer exces), pembuat melampaui 
bataskarena keguncangan jiwa yang hebat, aleh karena itu, Maka 
perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, 
hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang 
hebat.  
Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas 
menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan terpaksa (noodweer) 
merupakan dasar pembenar,karena melawan hukumnya tidak ada. 
Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, batas pembelaan 
yang perlu dilampaui, jadi tidak proporsional. Melampaui batas 




akibat keguncangan jiwa yang hebat melakukan pembelaan pada 
mulanya sekejap pada saat di serang (Hoge Raad 27 Mei 1975 N.J. 
1975, no. 463). Jadi, di sini ada dua fase, pertama ialah noodweer 
exces. Bentuk kedua ialah orang yang berhak membela diri karena 
terpaksa karena akibat keguncangan jiwa yang hebat sejak semula 
memakai alat yang melampaui batas.  
c. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah,  
Tetapi Terdakwa Mengira Perintah Itu Sah, Pasal 51 ayat (2) 
KUHP Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun 
pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa 
yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan 
perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah 
tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya. Hal 
ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP. Menurut Vos, mengenai 
ketentuan ayat (2) Pasal 51 KUHP itu, perintah jabatan yang 
diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pemidanaan, 
harus memenuhi dua syarat:  
Syarat subyektif, yakni pembuat harus dengan itikad baik 
memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang: dan  
Syarat obyektif, yakni pelaksanaan perintah harus terletak dalam 
ruang lingkup pembuat sebagai bawahanJadi seorang agen polisi 
diperintah oleh atasannya. Untuk menganiaya tahanan walaupun ia 




menjadikan ia lepas, karena perbuatan seperti itu bukan tugasnya. Di 
sini bedanya dengan ayat (1), pada ayat (2) ini diharuskan adanya 
hubungan atasan-bawahan (secara langsung). Menurut Pompe 
hubungan atasan-bawahan itu tetap dinyatakan ada walaupun 
bersifat sementara. 
 
F. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum. 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 
Perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga, memelihara dan 
melindungi hak dan kewajiban manusia guna mencapai keadilan. Dengan 
kata lain sebagai gambaran fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan 
hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jadi, dapat 
disimpulkan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 
kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum.38 
 
2. Bentuk Perlindungan Hukum 
Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan 
yang bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan hukum yang 
bersifat preventif merupakan perlindungan yang sifatnya pencegahan. 
Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan 
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keberatan atas pendapatnya sebelum putusan pengadilan. Sehingga 
tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan 
represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. 
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan didalam pengadilan maupun diluar 
pengadilan. 39 
Fungsi hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan 
yang dapat merugikan hidup orang lain, memberi keadilan serta menjadi 
sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum harus 
memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena pada dasarnya 
setiap orang memiliki kedudukan sama didepan hukum. Masyarakat yang 
tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan, dan menaati berbagai 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang 
dalam masyarakat. Ketertiban suatu keadaan dimana masyarakatnya hidup 
dengan baik. 
Tugas hukum yang utama adalah membagi hak dan kewajiban antar 
perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara 
memecahkan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum. 
Menurut N.E. Algra et al sebagaimana yang dikutip oleh Donald Albert 
Rumokoy dan Frans Maramis, Kepastian hukum dalam bahasa belanda 
adalah rechtszekerheid sedangkan dalam bahasa inggris adalah legal 
certainty. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, 
mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. 
 




Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada 
yang tidak tertulis, dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih 
mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana 
hukumnya.40 
 
3. Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online 
Hubungan hukum antara Grab Indonesia sebagai perusahaan penyedia 
aplikasi dengan driver sebagai penyedia layanan untuk penumpang sebagai 
konsumen adalah hubungan kemitraan bukan hubungan kerja. Sedangkan, 
hubungan antara driver ojek sebagai penyedia layanan dengan penumpang 
sebagai konsumen merupakan hubungan hukum. Sehingga masing-masing 
pihak harus saling memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana yang 
telah termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
Umar kasim dalam artikelnya “Menghindari Penyelundupan Hukum 
dalam Pemborongan Pekerjaan” menjelaskan bahwa perjanjian kemitraan 
adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak 
lainnya atas dasar hubungan kemitraan (partnership agreement). 
Suatu perjanjian harus disepakati oleh para pihak, apabila salah satu 
pihak (perusahaan penyedia aplikasi) mengubah isi perjanjian atau memutus 
kemitraan maka harus ada persetujuan dari pihak lainnya. Pada intinya, 
dalam perjanjian kemitraan ketika calon mitra sudah mendaftarkan dirinya 
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sebagai driver ojek online kemudian menjalankan training online, 
mengakses dan menggunakan aplikasi driver Grab, berarti seseorang 
tersebut secara tidak langsung telah setuju dengan perjanjian kemitraan dan 
ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan penyedia aplikasi. Jika terjadi 
kerugian oleh salah satu pihak maka penyelesaian yang dapat dilakukan 
adalah penyelesaian di luar pengadilan.  
Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan dalam Pasal 47 
menyebutkan bahwa Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan 
besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin 
tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang 
diderita oleh konsumen. 
Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak para pihak bebas membuat 
perjanjian. Sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata: Semua 
Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan 
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-
undang.41 Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perlu diingat 
bahwa asas kebebasan berkotrak tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat 
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sahnya perjanjian dalam KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian diatur 
dalam Pasal 1320-1337 KUH Perdata, yaitu:  
a. Kesepakatan para pihak, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, tiada 
suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena 
kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Dalam hal ini 
perjanjian tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-
unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan.. 42 
b. Kecakapan para pihak, menurut Pasal 1329 KUH Perdata tiap orang 
berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap 
untuk hal itu. Cakap disini adalah seseorang tersebut telah dikatakan 
dewasa menurut hukum. 43 
c. Mengenai suatu hal tertentu, menurut Pasal 1333 KUH Perdata obyek 
perjanjian harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-
kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu 
pasti, asal saja jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung.Pasal 1332 
KUH Perdata menentukan bahwa hanya barang yang dapat 
diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.44  
d. Sebab yang halal, bahwa isi dari perjanjian itu sendiri tidak bertentangan 
dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Hal ini 









Jika hubungan pengusaha penyedia apikasi dan driver adalah hubungan 
kemitraan, maka yang terjadi adalah kesetaraan antara pihak tanpa ada unsur 
upah dan perintah. Sehingga penyelesaian Karena fenomena yang terjadi, 
pengemudi ojek online tidak mendapatkan gaji dari perusahaan aplikasi. 
Justru para pengemudi harus membagi 10 hingga 20 persen ke perusahaan 
melalui dompet kredit setiap kali pengemudi menyelesaikan satu pekerjaan. 
Perintah mengantar atau menjalankan pekerjaan tidak datang dari 
perusahaan melainkan dari aplikasi driver itu sendiri. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan kerja antara pengojek dan 
perusahaan aplikasi. Maka pengojek tidak berhak menuntut hak-hak yang 
diterima pekerja pada umumnya seperti asuransi jiwa, jamsostek maupun 
pesangon jika hubungan kerjasama mereka berakhir. Termasuk, mitra juga 
tidak dapat menuntut apabila terjadi perubahan ketentuan yang terdapat 
pada aplikasi. Semisal, perubahan pada skema insentif. 
 
